KUMPULAN PERATURAN
TENTANG

PAJAK AIR PERMUKAAN
(PAP)

SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN UNTUK PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) NON PLN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2002
TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2002
TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN
PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR YANG
DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH
YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI

DAN GAS ALAM

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN
AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK
DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK
BUMI DAN GAS ALAM



il

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah yang mengatur antara lain mengenai Pajak

Air Permukaan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya
lebih lanjut;

bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Sumatera Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Air Permukaan,

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang
(lLembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1979;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4999);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3725);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistim dan Prosedur Adiministarasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan
pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas
alam;

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 200 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeraﬁ
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 12 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun
2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2
Tahun 2012,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR

PERMUKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

A,
2

3

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.
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Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas
pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi
orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga
dan pertanian rakyat.

* Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah,

tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Waijib Pajak untuk melaporkan data
objek dan subjek sebagai dasar Penetapan besarnya pajak terutang baik
dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan
benar, lengkap dan jelas sesuai dengan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Surat Setoran Pajak Daerah yang salanjutnya disingkat SSPD adalah surat
yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembarayan lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam, bagian tahun pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan

lainnya.

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian S}quketa Pajak apas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
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(1)

(2)

(1)

(2)

Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat
keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan
atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDLB atau STPD.

Surat Keputusan Keberatan yang selajutnya disingkat SKK adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Waiib
Pajak.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PKB

Pasal 2

Objek Pajak adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Permukaan.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

a. Pengambilan, atau Pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah yang khusus didirikan untuk menyelengarakan usaha
eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan
sumber-sumber air;

c. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;

d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan air permukaan
untuk keperluan dasar rumah tangga;

e. Pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya
kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang
tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau
bangunan pengairan beserta tanah turunannya.

Pasal 3

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil, atau
memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau
memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air permukaan.



Pasal 4

Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air
permukaap sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) harus didaftarkan pada Dinas
dalam hal ini UPTD sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 5

(1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan pengambilan, atau

4)

(1)

(3)

pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan harus melaporkan data
volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air dengan mengisi Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau yang dipersamakan setiap
bulannya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada
Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak.

Apabila Wajib Pajak menyampaikan SPTPD lewat 15 (lima belas) hari
setelah berakhir masa Pajaknya maka Pajak yang terhutang ditetapkan
berdasarkan data hasil pemeriksaan dilapangan dan / atau data yang ada
(official assessment).

Keterlambatan dalam menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat
(3) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari
pajak terutang dan dicantumkan dalam SKPD.

Pasal 6

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1),
ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau vyang
dipersamakan.

SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Kepa!a D!nas
Pengelolaan Keuangan Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) atau Pejabat yang ditunjuk.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak .atal'_l kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebasar 2 % (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD atau yang
dipersamakan.



BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.

(2) Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan adalah dengan mengalikan

volume air yan%] diambil dengan harga dasar air, yang dinyatakan dalam
rupiah setiap m-.

(3) Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Gubernur.

(4) Nilai perolehan air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan
minyak bumi dan gas alam ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi semua
kewajiban pajak, baik yang sedang berjalan maupun yang masih terutang
atau tertunggak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan
dan pemanfaatan air permukaan.

(6) Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak,
wajib pajak dapat diwakili

a. untuk orang pribadi adalah kuasanya atau ahli warisnya.
b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 8

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai
Perolehan Air.

Pasal 9

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pa]:ak
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan ini.

BAB YV

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA, PENETAPAN PAJAK DAN
SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 10

(1) Pajak dipungut di Wilayah Daerah.




(1)

(2)

3)

(4)

(2)

(1)

a. untuk orang pribadi adalah kuasanya atau ahli warisnya.
b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 15

Bendaharawan Khusus Penerima harus menyetorkan hasil penerimaan
pajak seluruhnya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau
sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Bendaharawan Khusus Penerima harus melakukan pembukuan atas
penerimaan dan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaiman dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pelaporan penerimaan pajak dilakukan :

a. 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam oleh Bendaharawan Khusus
Penerima kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

b. Setiap bulan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kepada
Kepala Dinas.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan dan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini..

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Pajak terutang berdasarkan SKPD yang tidak dllunasl oleh Wajib Pajak
setelah lewat 1 (satu) bulan, ditagih dengan menggunakan STPD
termasuk pengenaan sanksi administrasi bunga 2 % (dua persen)
sebulan, untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat Pajak

terutang.

STPD atau bentuk lain yang dipersamakan harus dilunasi dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
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(3) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta sanksi
administasinya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(4) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pada akhir Tahun Anggaran atas sejumlah Pajak terutang yang tidak
tertagih merupakan Piutang Pajak.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas atau
Pejabat yang berwenang atas suatu dalam SKPD atau STPD.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
bukti dan alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal Surat Ketetapan/Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).
(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

(5)Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(6) Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang atas permohonan keberatan
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, atau menolak atau
menambah besarnya Pajak yang terhutang.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan
Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang tidak/belum memberikan
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan vyang
ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenandg.

(2) Dalam hal permohonan banding tidak dikabulkan, Wajib Pajak dikenai
sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumiah
Pajak terutang berdasarkan putusan Banding, dikurangi dengan
pembayaran Pajak sebelum mengajukan keberatan



(4)

(1)

(2)

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebahagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan menerbitkan SKPDLB.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian diatur dengan
Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diberikan terhadap
besarnya pajak terutang, dan sanksi administrasi berupa denda bunga.

Pemberian pengurangan dan pembebasan denda dan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur
dengan memperhatikan pertimbangan Tim Doleansi Pajak.

Pasal 21

Keringanan diberikan hanya dalam bentuk pencicilan pokok pajak, denda,
bunga atau sanksi adiministrasi yang tertunggak vyang diatur oleh
Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang
dibayar.

Pasal 22

Gubernur dapat memberikan persetujuan kepada Waijib Pajak untuk
menunda pembayaran pokok pajak 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat)
jam atau yang ditentukan sejak pajak terutang yang dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum dibayar atau
kurang dibavyar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur/mencicil dan menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 19 Peraturan ini
ditetapkan oleh Gubernur.
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BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Kewenangan dalam hal pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi adiministrasi akibat kesalahan tulis,
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 24

Tata cara sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Keputusan ini diatur oleh
Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 25

Pembetulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan sanksi adiministrasi
atas ketetapan pajak yang telah dibayar dengan menerbitkan SKPDKB,
SKPDLB, SKPDKBT oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
DAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pembayaran.

(2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pasal 27

(1) Permohonan keberatan pajak diajukan oleh Wajib Pajak kepada Gubernur
melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memuat isi sebagai berikut :
a. Nama Wajib Pajak
b. Pekerjaan Wajib Pajak.
c. Alamat Wajib Pajak.
d. Jenis Keberatan.
e. Alasan-alasan keberatan pajak.
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f. Ditanda tangani oleh Wajib Pajak.
g. Bukti pelunasan pajak.

Pasal 28

Permghonan keberatan pajak sebagaimana dimaks;ud pasal 23, tidak menunda
kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD.

BAB XII

BAGI HASIL PAJAK
Pasal 29

(1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota sebesar 50% ( lima puluh persen)

(2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang
berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota hasil penerimaan
Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang
bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

(3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 50%
(lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima
puluh persen) berdasarkan potensi.

(4) Tata Cara pemberian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

(1) Jumlah bagian bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf b, dianggarkan setiap tahun dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai
dengan rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

(2) Penghitungan besarnya jumlah bagi hasil pajak didasarkan kepada
realisasi  penerimaan setiap bulan  setelah  dikurangi  biaya
pemungutan/insentif.

(3) Apabila jumlah dana bagi hasil yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan tidak
mencukupi untuk pembayarannya, maka akan dianggarkan pada tahun
anggaran berikutnya.

(4) Penghitungan besarnya jumlah bagi hasil pajak setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Bagi Hasil Pajak Provinsi.
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Pasal 31

(1) Pelaksanaan pembayaran bagi hasil pajak dilakukan setiap 2 (dua) bulan

(2)

(1)

(2)

(2)

sekali melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.,

Bupati/Walikota mengajukan permintaan pembayaran bagi hasil pajak
yang menjadi bagian daerahnya dalam priode sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah,.

Laporan penerimaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat

(1) dan (2) pasal ini disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA
PEMUNGUTAN / INSENTIF

Pasal 32

Kepada aparat instansi pemungut pelaksana pemungutan pajak dan
instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan berupa insentif
sebesar 3 % (tiga persen) dari rencana penerimaan pajak yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian biaya pemungutan berupa insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 33

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan
dan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
pepajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Tata cara pemeriksaan dan pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang yang berkaitan
dengan teknis pelaksanaan dapat ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Pasal 35

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 21 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Alr Permukaan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang.
pada tanggal , 16 Maret 2012

UR SUMATERA BARAT

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

G

OROVINST SUMATERA BARAT

52T A

v/
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{ DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOCR : 25
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2. Air Permukean adslah air yang berada diatas permukazn bumi, tidak termasuk air law
2. Badan adalah sekumpulan orang dan / alau modal yang merupakan kesatuan daik yang malaliean
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dan pentuk badan lainnya.

4. Nilai Perolehan Air vang dapt disingkal NPA adaiah Nilai  Alr FPermukaan yang darn o ally
dimanfaatkan atau diambil den dimanfastican yang dinyztaken dalam rupiah ssiiap mad dengan
memperhatikan falitor-faktor jc"]if} sumber air, lokasi sumber air, fujuan pe ngar:,--.;:iaa". / atau
pemanfaatan. volume. kualitas, luas ercal tempat pengambilan dan / atau pemanfaelan, musim 420
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(2) Wilayah pemungutan pajak didasarkan pada daerah tempat air berada.

(3)

Pemungutan Pajak dilakukan oleh Dinas.

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan takwim.

(1)

(2)
(3)

Pasal 12

Ketatapan Pajak didasarkan pada jumlah kubikasi pemakaian air
permukaan yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPTPD atau didasarkan
kepada hasil Pendataan dan/atau hasil pemeriksaan dilapangan oleh
Pejabat yang berwenang.

Besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan dengan SKPD.

SKPD harus disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 (satu)
minggu sejak tanggal penerbitannya.

Pasal 13

Pajak terutang pada saat diterbitkannya SKPD.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN
Pasal 14

Pembayaran pajak dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetorkan seluruhnya (Bruto) ke Kas Daerah
selambatnya-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Gubenur.

Gubernur menetapkan Bendaharawan Khusus Penerima atas usulan Dinas

. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk membayar atau melunasi semua

kewajiban pajak, baik yang sedang berjalan maupun yang masih terutang
atau tertunggak atas pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan
dan pemanfaatan air permukaan.

. Dalam hal menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak,

wajib pajak dapat diwakili :
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GUBERNUR SUMATERA BARAT

http://www.sumbar.go.id - ¢-mail: pdelsb@sumbar.go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

SHUN 2002

wn
(3%

NOMOR
TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AR BAWAH TANAH
DAN AIR PERMUKAAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantun a
pasal S aval (5) t’c:alul'e"l D.‘un ah Propinsi Sumatera Barat Nomor -
Tahun 2002 teutang 1 amibilan dan Pemanlaatan Alr Baw:
Tanah dan A Fermukaan dan ayat (3) Keputusan Cuberi
Sumatera  Baral wn 2002 temtang  Po
Pelaksanaan o P nst Sumalers Baral Nomwi
Talwn 2002 ( swambitan dan Pemanlaatan Air Bawah

lanah dan Air Permukaan serla pasal 3 ayat (3) Keputusan Menten
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perotchan Al
yang digunakan BUMN, BUMD yang membenkan pelayandi
Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, perlu mengatu
harga dasar air bawah tanah das air permukaan,

b. bahwa pengaturan harga dasar air bawah tanah dan air permukaan
sebagaimana dimaksud pada hurul a adalah untuk penghitungan
dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan,

¢. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tercantum pada
huruf @ dan hurul b, perlu menetapkan Ilarga Dasar Air Bawals
Tanah dan Air Permukaan dalam suatu Keputusan Gubernur
Sumatera Barat

| Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentuhan
Daerah-dacrah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Tahen 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1646), jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1279,

Undang-undang Nomor & Tahun 1983 lentang  Ketentuai Lmun'
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor -9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202), sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [0 Tahun
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3984),

P
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b

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi  Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor <1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 306835), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negaia
Nomor 4048 ),

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Tabun 1999 Nomor 60, Tambabian

~

1 v » Nl oy men e £y
Lembaran Negara Nomor 3839),

Undang-undang Nomwor 25 Tuhun 1999 lentany Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahl Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

s |

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848,
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentany Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinst sebagal Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5932,

Nomor 65 Tahun 2001 fentang Pajak Daerah
ahun 2001 Nomor 118, Tambalian Lembaran

Peraturan Pemerinitah
(Lembaran Negara T
Negara Nomor 4138),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekanik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Benluk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraiuran Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daeral,

Keputusan Meunter: Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 (tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daeral,

. Keputusan Menteit Dalam Negeri dan Gtonomi Dacrah Nomor 43

Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daciab,
Retribusi Daeral dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain,

. Keputusan Menterl Energi dan Sumber Daya Mineral Nomot

1451 K/T0/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
U merintah dibidang Pengelolaan A Bawah Tana
Tugas Pemerintah dibidang Pengelolaan Al Bawah Tunah,

. Keputusan Menteri Dalam Negen dan Otonomi Daerah Nomor 2]

Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muoatan Produk-
produk Hukum Dacrab,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22
Tahun 2001 tentany Bentuk Produk-produk Hulum Dacrah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 12

Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan
pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan Gas Alam,

by
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16. Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Fahun 2001

r - ! & : : —TTRPS 7 U e
tentang Pembentukan Cruanisasi dan Tala werja lands  Ldeiai
Propinsi Sumalera Baral,

ar - =y

7 Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun <002

: | il | ¥ C Rateal F'-‘"ll‘--il'u
tentang Pajuk Pengambilan dan Pemantaatan An Bawah Tanall dan
Alr Permukaan,

18 Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsl Sumatera Baral
Nomor 4 Tahun 2002 lentang Pajak Pengambilan dan Penaidaatan

Alr Bawah Tanah dan Air Permukadn.

MEMUTUSKAN

Menetapkau : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT T ENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN AlR
PERMUKAAN. '

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1

L2

Pajak Pengambilan dan Pemanlaatan At Bawal Tanah dan Aur Permukasn yang

selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan pemanlaatan ate bawah
tanah dan / atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan,
kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat

Air Bawal Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yany
muncul secara alamiah di atas permukaan tanah

Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk ai
laut.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik. atau organisasi yang scjenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.

Nilai Perolehan Air yang dapat disingkat NPA adalah Nilai Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan yang diambil atau dimanfaatkan atau diambil dan dimanfaatkan yang
dinyatakan dalam ruptah setiap m’ dengan memperhatikan taktor-faktor jenis sumber
air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan, volume, kualilus.
luas areal tempat pengambilan dan / atau pemenfaatan, musim dan togkat ketusakan
lingkungan.
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6. Harga Dasar Air yang dapat disingkat [HAD adalah Harga Dasar Air Bawah Tandh
dan Air Permukaan per satuan volume yang akan dikenal pajak, yang besarnya sama
dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

(1)

(2)

(1)

Harga Air Baku yang dapat disingkat HAB adalah Harga Rata-rata Air per saluan
volume disuatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi, untuk air bawah
tanah dibagi dengan volume produksinya.

Pasal 2

bjek pajak adalah

a. Pengambilan an bawal tanah dan / atau aun permukaan,

b. Pemanfaatan air bawali tanab dan / atau ait permukaan,

L

¢. Pengambilan dan pemaniaatan air bawalh tenaly dan / ataw ane periikaan

Dikecualikan dari objek paiak adalah
& | s

d.

@

Pengambilan, atau penanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan aiv bawals
tanah dan / atau air perimukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dactrali,

Pengambilan, atau pemantaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air
perinukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
yang khusus didirikan  untuk menyelenggarakan usaha eksploilasi  dan

pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;

Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan / atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat,

Pengambilan, ataw pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan / atau air pernmkaan untuk keperluan dasar ramali tangga.

Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawab
tanah dan / atau air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan
bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak
menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunat
pengairan beserta tanah turunannya

Pasal |

Q Tl vl aelala by 5 R T s e ; vt Attt b b e e s o |
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atau mengambil dan memanlaatkan air bawah tanah dan / atau air permukaan

Wajib Pajak adalah orang pribadi alau badan yany mengambil, alau memaniaatkan,
atau menugambil dan memanfoatkan atr bawah tanah dan / atau air permukaan

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air,
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(2) Nilai perolehan air dihitung dengan mengalikan volume alr yang diambil dengan
harga dasar air, yang dinvatakan dalam rupiah setiap m’

Pasal 3
Nilai perolehan air sebagaimana dinaksud pada pasal 4 ayat (2) hdak termasuk yan
digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Dacral yan
memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam

'
=]
0
-
fas]
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(1) Harga dasar air bawah tanah scbagal dasar penghitungan pajak dictaphan
sebagaimana tercantum pada Lampiran [ merupakan bagian yang tdak ter pisalikan

dengan Keputusan int.

(2) Harga dasar air permukaan sebagal dasar penghitungan pajak  ditetapkan
sebagaimana tercantum paca Lampiran Il merupakan bagian yang tidak terpisahlan
dengan Keputusan ini..

Pasal 7

(1) Harga dasar air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1)
ditetapkan menurul dacrah pengambilan air scbagai berikut

a. Harga dasar air bawah tanah wilayah pesisir, sebagaimana tercantum pada
Lampiran 1 huruf A,

b. IHarga dasar air bawah tanah wilayah dataran rendah, sebagaimana tercantum
pada Lampiran I huruf B3

¢, Harga dasar air bawal tapah wilayah dalaran tinggi, sebagaimana tcicantum
pada Lampiran I huruf €

(2) Harga dasar air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dictapkan
dengan memperhatikan lakior-fako

a. Kelompok pemakal air, scbagal berikul
- Non niaga.
- Niaga kecil.
- Industri kecll.
Niaga besar.
- Industri besar.

b. Dalam jangkauan PAM dan diluar janghavan PAM, ditentukan jumlah volumc
air yang diambil vaitu
s 0 m e 50m
- 51 m’ - 500m°
- 501 m' - 1000 m'
- 100! m® - 2500 m
- 2501 m’ keatas.



(3) Yang termasuk daerah pengambilan air, scbageimana dimaksud pada ayat (1) burul

a, b dan ¢ adalah

1. Wilayah Pesisir ( 0-- 300 m di atas permukaan laul) .

Alr Bangis dan sekitarnya.

b. Tiku dan sekitarnya.

Sungai Limau dan sekitainya.
Pariaman dan sekitarnya.
Padang dan sekitarnya.
Tarusan dan sekitarnya.
Pdinan dan sekitarnya.

Balai Selasa dan sekitarnya.

£z
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. Wilayah Dataran Rendah (301 — 500 m di atas permukaan laut ) .

a. Ujung Gading dan sekilarnya
b. Simpang Empat dan schitarnya
¢, Sicincin dan sekitarnya
d Panghkalan Koto Baru dan sekitarnya
e. Muaro Sijunjung dan sekitainya
I, Sungai Dareh dan sexitarnya
g. Indrapura dan schitariyd
h. Tapan dan sekitarnya
i. Lubuk Basung dan sekitarnya
3. Wilayah Dataran Tinggi ( -~ 500 m di atas permukaan laut)
Rao dan sekitarnya
Talu dan sekitarnya
Lubuk Sikaping dan sekitarnya
Bonjol dan sekitarnya.
Bukiuinggi dan sckilaa'i:}a
Puyakumbuh dan sekitarnva
Padang Panjang dan sekitarnya
. Batusangkar dan sekilariya,
Sawahlunto dan sekitarnya.
Solok dan sekitarnya.
. Muaro Labuh dan sekitarnya.
Lubuk Gadang dan sekilarnya.
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Pasal 8

Yang termasuk kelompok pemakai air sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf
a adalah .

_L)

Non Niaga :

a. Institut/Pergurvan/Kursus
|

b. lembuga Swasta Non Komersil

¢. Rumah tangga mewah dengan sumiur bol
d. Rumah Sakit Umum/Polikiinik Puskesmas
Niaga Kecil

a. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga.
b. Penginapan/Losmen/Pemondokan.
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Rumah makan/Restoran Kecil

Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/lLaboratorium/Praktek Dolter

Kantor Pengacara.
Hotel Melati/Non Bintang
Perdagangan Niaga Kecil lainnya, vaitu

Koperasi,

Bengkel kecil/pencucian mobil,
Kantor konsultan menengah ke bawai
Percetakan kecil

Pencelupan textil

[ndustri Keell ¢

d.

b.

Industri keeil yang mempunyai investasi keeil dari Rp, 100 ju

Industri tahu tempe
Industri furniture
Pencucian baju.
Industri rumah tangga.

Pertkanan/Peternakan.

Niaga Besar

L
j

Hotel Bintang [, 2 dan 3,

Apartemen,

Steambath dan kolam renang

Bank.

Restoran besar.

Bengkel besar/service St

Perusahaan Terbatas/BUMN/BUMD
Perdagangan Niaga besar lainnya, yaitu |

Lapangan Goll

Supermarket dan tosciba besar
Fitnes centere.

Pusat Perkantoran

Percetakan besar

Pool / grasi kendaraan umum

Reat Estate.
Hotel Bintang 4 dan hotel bintang 3

Industri Besar

Pabrik es.

Pabrik makanan/minunan.

Pabrik Kimia/Obat-obatan/IKosmetik
Gudang pendingin,

Industri air mineral.

Pabrile textil.

Perkebunan.

Pabrik/Industri pengolahan, yaitu

Pabrik perakitan mobil/kendaraan lainnya,
Pabrik sepatu.

Pabrik konveksi.

Pabrik kertas/tissuc.

Pabrik ban.



(2)

(3)

- Batching Plant

- Pabrik pengecoran logam
- Pabrik kaca/glass/keramik
- Pabrik pengolahan karel

Pasal Y

Harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) ditetapkan
menurut dacrah pengambilan air sebagal berikut

a, Harga dasar air permukaan untuk daerah pesisir (0 — 300 m dpl), sebagaimana
tercantum pada Lampiran i hurul A.

L. Harga dasar air permukaan untuk daerah dataran rendah (301 — 500 m dpl),
sebagaimana tercantum pada Lampiran IT huruf B.

¢. Harga dasar air permukaan untuk Daerah dataran Tinggi (>300 m dpl),
sebagaimana tercantum pada Lampiran 11 huruf C.

Harga dasar air permukaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
memperhatikan faktor- faktor

a. Kelompok pemakai air scbagai bertkut

- Sosial.

- Non Niaga,

- Niaga.

- Industri,

- Pertanian.

Penjualan air non PDAM

b. Volume pengambilan air

- 0m3 - 10.000m®
10001 - 100.000 m’".
- 100.001 - 1.000.000 m’
1.000.001 m’ keatas.

t

Yang termasuk daerah pengambilan air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huiut
a, b dau ¢ adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)

Pasal 10

Yang termasuk kelompok pemakai air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) hurul
a adalah :

_[*-_)

(]

Sosial ;

a. Sosial umun.
b.Sosial khusus,

Non Niaga .

a Rumah Tangga

b. Instanst Pemerintah
Kelompok Niaga .

a Niaga kecil.
b. Niaga menengah.
¢.Niaga besar.



4, Kelompok Industri
a. Industri kecil.
b. Industri menengah.
¢. Industri besar,

5.Pertanian :
a. Perkcbunan/pembibitan.
b. Perikanan.
c. Peternakan.

6. Penjualan air Non PDAM .

- Kawasan industri,
- Perusahaan pembangunan perumahan.
- Penjualan air lainnya.

lasal 1]

(1) Tarif pajak air bawah tanah ditctapkan sebesai 20 % (dua puluh persen)

(2) Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepululy persen)

Pasal 12

(1) Besarnya pajak air bawah tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 ayat (1) deigan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud pada pasal 4 Kcputusan ini

Contoh !

| PR

Hotel X di kota Padang menggunakan air sebanyak 2.800 m” pada bulan Auvustus

2002,
Dasar penghitungan dengan memperhatikan Lampiran [ huruf A angka 4 hural)
Wilayah . Wilayah pesisir.

Dalam jangkauan PAM,

Kelompok . Hotet Lintang 4 dan Bintang 5.
Volume Amr | Tant 20 % Hasil
(m’) { Perkalian

| Volume 0 ~ 30m” S0 _ 863 43 130
| Volume 51 = 500 7’ 450 296 403,24
! Volume 501 - 1000 m* ' 500 ; 0929 464 500
| Volume 1001 - 2500 m* | 150C ; 962 | 1.443.000 |
| Volume 2501 - 2800 m . 300 | QU5 i- 298,500
| — | | S o
| | |
| Jumlah | | 2652350

Besarnya pajak air bawah tanah untuk Hotel X Rp. 2.625.350,-



L"'_.._.-_'_-'w;x. dri

8]

(2) Bbﬁc\in\ el pﬂ_]J.L\ (;Jl ,.;L.|'I;.l wedel il LJ|l‘n|]lll||l| \_lkl\-l L Card Jhlmuhl\dl’l L\hllh b "L:‘L._-:lv.u...--i]'(i

dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 Keputusan inl
Contoh
Pengambilan air permukaan oleh perusahaan Y sebanyak 200000 m, yang
dikelompokkan U\\Jdl\\m mpok Niaga Keeil yang terletak pada Daerah Pesisi
S s e A T -
| LY -\!'an AT e L ! l'!(l'ﬂ'
e . Taat 0% | 4 !
B (in3) ' Perkalian
Volume 0= 10.000 m3 | 10.000 | 12,8 | 128.000 |
|
| |
Volume 10.001 - 100.000 m3 90.000 | 14,4 | 1.296.000 |
i |
Volume 100,001 - 200,000 m3 | 100.000 | 10 ‘ n—
’ | | 1.600.000
{ |
', | ‘ f
| |
Jumlah .' | 3.024.000 |
! | -
e T ]
Besarnya pajak air permukaan untuk Perusahaan Y sebanyak 200.000 M’ pada

bulan Agustus adalah sebesar Rp. 3.024.000.-
Pasal 13

Apabila dalam penghitungan pajok terdapat nilai pecahan, maka dilakukan pembulatan
scbagal berikut .

a. Besar dari Rp. 0,00 s/d kecil dari Rp. 12,50 dibulatkan menjadi Hp 0,00,-
b. Rp. 12,50 s/d kcu[ dari Rp. 37,50 Jl"ulmhml mienjadi Rp. 50,00,0

¢. Rp. 37,50 s/d kecil dari Rp. 02,50 dibulatkan menjadi Rp. 50,00

d. Rp. 62,50 s/d kecil dari Rp. 87,50 dibulatkan menjadi Rp 75,

¢. Rp. 87,50 s/d kecil dari Rp. 160,00 dibulatkan menjadi Rp. 100,00,-

Pasal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar scliap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Propinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang.
pada tanggal, 31 Desembexr 2002,

CuB}."RNUR SL'\LATL RA BARAT,
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Diundangkan di Padang.
pada tanggal, 31 Dese'r"“>£>r/6” j

SEKRE FA:RI.S DAERAH PROPINS! SUMATERA BARAT,
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W Drs. 1L RUSDI LUBIS

LEMB!/ \RK\’\I DABRAFHPROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2002 NOMOR 60+



LAMPIRAN |

JBAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 53 TAEUN 2002,

TANGGAL © 31 DESEMBER 2002

TENTANG  PENETAPAN HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH DAN
Al PERMUKAAN

HARGA DASAR AR BAWAH TANAH DNTETAPKAN DALAM BUPIAH SETIAP M3
A HARGA DAZAR AIR BAYWAH TANAH WILAYAN FESISIR

| i Dbalam Jangkauan ] . e e
K Pemakal A _ Jolurme Fengambiial W e & Valume Fengambil
||||||| _— 5000 230 | oso | sismm 1 soracc
a 18493 32 2013,70 2178,08 234724 1232 .88 1357 26 156164 172603 1820 41
5 1844932 201370 2178,08 234247 1232,88 1397 26 1561,64 172603 1850 #1
7 1gga mewah dg surmur Bor 1848,32 2013,70 2178,08 2342.47 123288 1397 26 1561,54 172603 1880.41
4 [Rumah Sakit Umum f Polikiini Puskesras 1549 32 2012 70 217808 2342 47 1232 58 1357 .28 561,64 172603 1880 .41
a 205479 221918 2 & 1438,38 160274 176712 1931.51 2095 88
o 205479 221918 2383,58 1438 ,36 1602 74 1767,12 1931 51 2095,589
228027 2424 56 258904 1643,84 180822 1972,6C 213699 230137
d 2260,27 2424 66 2589,04 1643,84 180822 1972,60 213593 230137
@ 226027 2424 66 2589,04 2817 81 1643 .84 1808,22 1972,60 213699 230% 3r
T 2280,27 2424 66 258904 2917 .81 164384 1808,22 197260 2136,99 2301 37
q 226027 242456 589,04 " 81 1643,84 1808,22 1972,6C 213689 230137
3
a 2687123 283562 3000,00 132877 205479 221918 238358 254795 2712533
o 2034,79 221918 2383.56 271233 1438 36 160274 176712 193151 2095 85
4
5 3904, 11 408849 4232 .88 3287 B7 345205 3616,44 3780,82 394521
o 3904,11 4068,45 4232 .88 4561 64 J28T 57 3452 05 3616,44 378082 394521
& 3504,11 4068,49 4232 88 4561 64 3287 B7 345205 3616,44 3780,82 324521
d 3804 11 AGGE, 49 4232 .88 3287 67 3452 .05 3616,44 3750,82 394521
o 3804, 14 40638, 4% 3 3287 67 3452 065 3616,44 3780,82 3845 21
3804,11 4068,45 4232 88 3287 BT 3452,035 3616,494 376082 394521
g |Prs. Terbatas/BUM UMb 3504,11 406849 4232 88 43 26 3287 67 3452 G5 3616 44 3780,82 3845 21
no|F angan niaga besar lainnya 804,11 4068, 42 4232.58 4397 26 4551 .64 3287 67 345205 3616 .44 378082 394521
] Real Est 3580411 4068,49 4232 .88 4397 26 4561 B4 3287 .67 345205 3616,44 378082 394521
| |Hetel Bintang 4 dan 5 4315,07 4479 45 4643 84 4208,22 4972 B0 3698,63 3863,01 4027 ,40 419178 4356,16
5{Industri Besar
a Pabrik es 4726,03 4890,41 5054,79 5219,18 56 4102,59 4273,97 443836 460274 4767 12
B [Pabrik mizkanan/ Minuman 4726,03 489041 505479 5219,18 56 4103 59 427397 4438,385 4602,74 4767 12
¢ [Pabrk kimim fobat-obatanf kosmetik 4726,03 48290 .41 5054,79 5219,18 56 410959 427397 4438,36 4602,74 4767,12
d |Gudang Pendingin 4726.03 4890,41 505479 521918 56 4109,59 427397 4438,36 480274 4787 12
e {lndustn Air Mineral 4726,03 489041 5054,79 521918 38356 410359 427397 4438 356 460274 4767 12
f {Pabrik Textl 4726,03 4880,41 5054,79 521918 83,56 4109 55 427397 443836 4602,74 476712
g |{Perkebuman 4726,03 4550,41 5054,79 5219,18 5383 56 4103,59 427397 4438 36 4602,74 476712
n |Pabrik [ Industn Pengolahan 4726,03 489041 5054,79 521918 5383 56 4109 59 427397 4438,36 460274 476712




1 0 JangRadan PAM =
tio Kelompok Pemake Ax e u.v&,. i =
N — — S i e 5011600 | 001-2500 | =2500 5B 550 : 5011000
1 |Non Niaga
a |insttut! Perguruan 1 Kursus 3 288478 321005
n jLemb Swasta Non Kemersil 1 2884 78 3210.065
< |Rumah Tangga mewah dg sumur Bor 1 298478 3210,05
d 1Rumah Sakt Umurn f Poliklimkd/ Puskesmas 293478 3210,05
2{Niaga Kecd
a |Usaha Kecil yang berada dalam rumah tan 5,63 304510 3266,286 3491 63 £ za72.18
b [Penginegpan fLosmen/Pemondokan 2815,83 204110 3266 36 3491 63 Ba 2 £1 287215
< iRumah makan / Resician Kecl 3097.41 332268 3547 95 377321 8. 48 66 2477 93 270320 315373
d RS Swasta/PolikliniW/Labor gioriumy Prak. Dokier 3097, 332268 354785 377321 8,48 .B5 2477 .93 270320 . 315373
e |Kantor Pengacara 308741 332268 354795 377323 B.48 66 2477,93 270320 dmmm 46 AI5ETI
i Hotel Melati 7 Non Bintang 3097 41 332268 3547 95 377321 8,48 56 2477 93 270320 2928 45 318373
g |Perdagangan niaga kecil lainnya 097, 41 3322568 354795 A773 =8 48 55 477,93 2703,20 2978 46 315373
AlIndustri Kecl
4 |Industn Wacil { tnv <100 ¥ 550,58 388584 411111 4336 38 4561.6 3 3266 18 3715 89
b |Perikanan/ Peternakan JE15,83 304110 3266,36 3491 .63 716,89 242161
41Niaga Besar
a |Hotel Bintang 1, 2 dan 3 5350,08 5575,34 5800,61 6025,88 6251.14 ; 1955 86 581,13
b jApartemen 5350,08 557534 S800,61 6025,88 6251 14 1720 59 u_ﬁ._ 13
¢ {Steambath dan Kolam renang 5350.08 557534 S5800,61 6025.83 6251,14 173059
d |Bank 5350.08 5575.34 580061 5025 ,88 6251 14 50
e [Restoran Besar 5350,08 5575.34 S800,61 6025,88 251,14 1730.59
f Bengkel besar! Service St 5350,08 5575.34 5800,61 6025 88 6251.14 730,59
g |Prs. Terbatas/BUMNIBEUNMD 5350,08 5575,34 5800,61 6025 .83 625114 173053
h  [Perdagangan maga bezar lainnya 5350,08 5575,34 580061 5025,88 £251.14 5406,39
I Reai Estate 5350,08 557534 5800,61 65025,68 €251 14 5406,39
J Hotet Bintang 4 dan 5 5913,24 5138,51 6363,77 B565,04 6514 37 5744 29 S59€9 565
S5|Industn Besar
a Pabrik es 6701 67 926,94 FlaE21 7377 47 68307 45 B532.72
53 | Pabrik makaren/ Minuman &701 .67 8926,94 152,21 P37 AT 6307 8532 72
¢ |Pabnk kimia fobat-obatan) kesmetik i B701.67 6926 .94 715221 7377 47 B30T 46 653272
d |Gudang Pendingin 5476 41 B701,67 £5926,94 715221 7377 .47 6307 ,46 B532.72
a  [Industri Air Mineral 6476,41 B6701,67 6926,94 715221 7377 47 608219 5307 46 553272
f | Pabrik Texl 5476,41 B6701,67 6526,94f- 715221 7377 .47 6082,19 B307 46 553272
g |Perkebunan £476,41 701,67 692694 7152,21 737747 6503218 B307,46 653272
h_ | Pabrik / Industri Pengolahan 5476,41 B701,67 6926,94 715221 7377 .47 6032,19 6307 46 653272
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*ardagangan nlaga besar lainnyz

Pabrik es

Pabiik makanan/ Minuman

Pabrik kimia /obat-obatan/ kosmetik
Cudang Pendingin

Industet Alr fMineral

Pabrik Textil

Perkebunan

Pabrik | Industn Pengolahan

2712

2712,

301370
301370
3315,07
331567
31315,07

331

a7

3917.8)
3013,70

6831,51
6931.51
6331,51
931,51
6931.51
6931 .51

L
[
th
A

o]

>» O W

1))

717280

7172,6C

741370
T30
741370
7413,70
741370
741370
741370
741370

3736,39
3736,59
403835
402836
38, 38

4541,10
J:_.w.a.mm

7654,79
654,79
7854,78
7654,79
7654,79
765479
7654,75

o 2 Dituar Jangkavan PAM
Yolume Um:mu.\ﬂu.m;m_.. im?) |.||I|
20 [ o080 ) [tz | eise
3576,71 1808,22 2045,32|  2290,41 2531 51
B76.71 1608,22 2049 32 2290 41 253151
137871 1508 22 2049 32 22604 2531,51
571 1808,22 204932 2290,41 2531,51
3578,08 210959 235068]  2591.78 2832,38) 307397
3978,08 210959 235068  2591.78 2832.88] 3073 97
4279 45 241095 265265  2893.15 313425 337534
4279 45 241036 2652 051 2893,15 313425
427945 2410,95 265205 289315 3134,25
4279,45 241098 265205 2893.15 313425
4279 45 241095 285205 289315 313425
4882 19 3013,70 325479 349589 373693 3978 04
397808 210959 235068  2391,78 2832,83] 307387
650 41 482192 5053 01 530411 5545,21 \..# 5.30
65390 41 482192 5063.0% 5304,11 5545.21| /578630
5650,41 4821082] 506301 530411 554521/ 578630
569041 4821,92 5063,01 5304,11 554521 578630
6650 41 482192 5063,0% 530411 mmnm.mm 578630
5620 41 4821,92 5053,01 530411 5545, 21 5786.30
5590 41 482192 5053,01 530411 S545/21| 578630
6550 41 4821 92 5063,01 5304 11 5545.21| 578530
6590,41 482192 5063,01 530411 554521 578630
729315 5424 66 5665,75 5806,65 6147,95| 638904
7355,89 5027 ,40 626842  6509,59 6750531 699178
789583 6027,40 6268,48] 650959 5750658 6931 78
7895,89 6027,40 6268,49 509,59 §750,68] 699178
7895,89 5027,40 6265,49 6509,59 6750,68| 699178
789582 5027.,40 5268,48|  6509.,59 6750.68| BIS1.78
7895,89 602740 6268,48 6509,59 6750,68| 6991,78
7855,89 6027.40 6268,49 6509,59 6750,68| 629178
7895 89 6027,40 6268,49 650959 6750,68{ 699178

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

S ZAMAL BAKAR
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HARCGA DASAR AR PERML

JKAAN, D

LAMPIRAN |

ITETARPKAN DALANM RUPIAH

c KEPUTUSAN GUBER!

JMATERA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2602
TANGGAL : 31 BESEMBER 2002
TENTANG : PENETARPAN HARGA D

DAN AIR PERMUKAAN

SAR AR m.w\Pr__m.“,I

4

SETIAP M3

AL HARGA DASAR AIR PERMUKAAN H PESISIR
fo cmpok Pe . Volume pengambilzn (m”)
9 - 10 000 10.001 - 100 000 100001-1.000000 |  >1000000 |
o 0 0 D
0 D ] 0
0 0 b o]
0] 0 0 8]
128 144 160 176
224 240 256 272
220 336 52 366
192 208 224 240
336 352 363 284
495 312 528 944
c tndusin besar
5 [|Pertanian
a Perkebunan/Pembibitan 128 144 160 176
b| Perikanan 128 144 160 176
o Peternakan 128 144 160 175
6 {Penjualan Air Non PDAM
a Kawasan industni 192 192 192 192
b| Peruszhsaan Pembangunan Perumahan 128 128 128 128
ot Penualan air lainnya 540 540 B40 640

R
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GUBERNUR SUMATERA BARAT

hitp:///www. suinbar.go.id - c.mail: pdeisb@sumbar po.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARA'T

NOMOI 23 TATIUN 2003

b | N Lr
PERUBAUIAN ATAS S EPUTUSAN GUBERNUR - SUBATIERA BAKRAT
NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPANTTARGA DASAR
AR BAWALL TANAL DAN AIR PERMUK AAN
CGURLERMURGSURIA TTIRA VAR AL,
Menimbang v a0 balwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayar (3) Keputusan Menten

Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Alr
vang digupakin BUMN, BUMD  yang memberikan  pelayanan
publih, pettamibangan munyak bunn dan gas alam dan pasal 7 ayal
(3) Keputusan Gubernur Sumatera Baral Nomor 21 Tahun 2002
tentang Petunjub Pelaksanaan Peraturan Dacral Propinsi Sumatera
Barat Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan  dan
Pemanlaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka telah
ditetaphan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun
2002 tentang Penctapan Targa Dasar Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan;,

b. bahwa mengigat situast dan kondist ckonomi masyarakal Sumatera
Barat pada saat my, maka Keputusan Gubernur Sumatera Darat
Nomaor 53 Lahun 2002 dunaksud, perlu diubah dan disesuaikan;

¢ balwva untuk mewujudhan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
e dasar air bawah tanah dan iy

| ]
{2

perfu mengatar kembali hau

permivkaan dan menctapkannya  dalam suate Keputusan Gubernur

Sumatera Darat

Mengingat c 1 Undang-undang  Nomor 61 ‘lahun 1958 tentang  Pembentukan
Dacrah-dacrah Swatantra Tingkat 1T Sumatera Barat, Jambi dan Riau

1958 Nomoer 12, Famibabag Lenbardn

(LLembaran Negara Tahun

Nepara NMomor 1646), jo Peraturan Damenntaly Nomor 29 Tahun
T

178

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajok Dacrab dan
Retribusi  Dacrabr  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Tembaran Negara Nomor  3685), scbagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeniniahan

3. Undang-undang _ ‘ Pem
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negaca Nomor 3839);




o L e e

Menctapkan ;

nor 23 Lahwn 2000 tentang Kewenangan

L= e

Pemenintah  dan Kewenangan Propinst sebagat Daerabh Otonom

(Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor 54, Tambaban Lembaran
Negparn 1o A3

5. Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daceah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan [embaran

Negara Nomor <138,

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Teknik
Peayusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden;

7. Keputusan Mentert Dalam Negert dan Otonomi Dacralh Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administeast Pajak Dacrah,
Retnbusi Dacrah dan Pencrimaan Pendapatan Lain-lain;

8 Keputusan Mentent loceegr dan Sumber Daya Mineral Nomor
L4STRAGMEN2000 tentang Pedoman  Teknis Penyelenggaraan
Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanaly

9. Keputusan Mentert Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Pabun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Matenn Muatan Produk-
produk Hukunm Dacraly

10, Keputusan Mentert Dalam Negerd dan Otonomi Dacrah Nomor 12
Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yvang digunakan Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Dacrah yang memberikan
pelayanan publik, pertambangan nunyak bumi dan gas alam;

1T, Peraturan Dacraly Propinst Sundera Daral Nomor § Talhun 2001
entang  Pembentukan Organisast dan Tata Kerja Dinas Daerah
Propinst  Sumatera  Baral,  sebagaimana ftelah  diubah  dengan
Peraturan Dacraly Propinsi Sumatera Baral Nomor 1 Tahun 2003,

t

CPeratwran Daeralt Propinst Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002
tentang Pajak Pengambilan dan Pemanlaatan Air Dawah Tanah dan
Alr Permukaan,

13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Petunjuk  Pelaksannan Peraturan Dacrah Propinst Sumatera Barat
Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Alr Bawah Tanal dan Alr Penmukaan;

14, Keputusan Gubernur Swimatera Dol Nomor 53 Tahun 2002 (cntang
Penctapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan A Permukaan,

MEMUTITSKAN
REPUTUSAN  GUBERNUR  SUNMATERA DBARMAT  TENTANG
PIERUBAIIAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NO 3 AHUN 2002 TENTANG PENETAPAN
LIARGA DASAR AR BAWALL TANALIT DAN AIR PERMUKAAN.

e
4
e



|
|

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubermur Sumatera Barvat Nomor 33 Tahun 2002
tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah dan A Permukaan (Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Barat Tuhun 2002 Nomor 60), diubah scbagai berikut ;

A, Ketentuan pasal 7 ayat (1) hueuf a, hurof b dan hueuf ¢ dinbah, schingga keseluruhan
pasal 7 berbunyt schagal bertkut

(1) Harga dasar ar bawal tanaly scbagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1)
dtetapkan menurut dacrah pengambian air, sehagai bertkut .

a. Harga dasar ae bawah tanah pada Wilavaly Pesisir, sebagaimana tercantum
panda Lampuean Tangka 1

b Tlarga dasar air bawah lanaly pada Widayah Datwan Rendab, sebagmmana
tercantum pada Lanypican | anpha |
¢ Hargn dasae we bawah tnah pada Wilayahe Dataran Linggr, sebagaimana

tercantum pada Tampiran [ angka L]

(2) Marga dasar air bawah tanah scbagaimana dinwksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan memperhatikan faklor-laktor

a. Kelompok pemakai air, sebagai berikut

- Non Niaga.
- Niaga kecil.
- Industii kecil,
- Niaga besar.
- Industo besar.

b. Dalam joangkauan PAM dan dilbar jangkavan PAM, ditentukan  jumlah
volume air yang diambil yaitu :

-0 m’ - 50 m’

< Bl o = 800w’
- 501 m” o« 1000w’
« 1001 m’ ~ 2500 m’

~ 2500 w kealns

(3) Yang termasuk dacraly pengambilan wir, sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul a, b dan ¢ adalah -

1. Wilayah Pestsir (0 - 300 m1 di atas permukaan taa)y
a. Adr Bangis dan sekitarnya
b. Tiku dao seKitarmya,
¢. Sungal Limau dan schitarnya,
d. Panaman dan sckitarnya,
c. Padang dan sckitarpya
[, Tarusan dan sckitarnya.
g. Painan dan sekitamya
h. Balu Selasa dan sehitumya,



Wilayah Dataran Rendah (301 - 300 m di atas permukaan laug)

a. Uung Gading dan sckitarnya

b Sunpang Lopal dan sekitay;
¢. Stcmey dan sekitamya
d. Pangkolan Koto Baru dan sehitumy:

¢. Muaro Shjunjung dan sekitimya
Sungai Rareh dan sekitarnya

g. Indrapura dan sekitarnya
h. Tapan dan sckitarnya
Lo Lubuk Basung dan schitnya

Wilayah Dataran Linget (300 i deatas peemukaan )
dy Rao dan sekitarnyi,

b, Talu dan sckitarny,

¢. Lubuk Sikaping dan sckitarnya

d. Bonjol dan sekitarmya.

¢. Bukittinggi dan sekitarnya,

f.  Payakumbuh dan sckitarnya.

3. Padang Panjang dan sckitarnya,

h. Batusangkar dan sekitarnya.

1. Sawahlunto dan sekitamya.

. Solok dan sekitamya,

K. Muaro Labuh dan sckitamya.
[.  Lubuk Guadang dan sckitarnya

B. Ketentuan pasal 9 ayat (1) hurul o, hueol b dan hurul ¢ divbaby, sehingga keseluruhan
pasal 9 berbunyi sebagai berikut ¢

(1) Harga dasar air permukaan scbagaimana dimaksud pada pasal 6 avat (2)

ditetapkan menurut daceah pengamibilan air, sebagai bevikut -

o

b

L.

Flarga dasar aie permukaan pada Witayah Pesisie (0-300 m dpl), sebagaimana
tercantum pada Lampiran 1 angka |
1)

[Tarpa dasar auw permukaan padkis Whlayaly Datarnn Rewdab (301-500 m dpal),

sebagaimana tercantum pada Tampivan I anpka 1

[arga dasar aw permukaan pada Wilayah Dataran Uinggi (2500 m dpl),
schagaimana tercantum pada Lanmpivan 11 angka 1L

(2) Harga dasar air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan memperhaukan akior-faktor

a.

Kelompok pemakai air, sebagai berikut

- Sostal

+ Non Niaga

- Niaga

- Industri,

= Pertanian

- Penjualan i non PIYANM



9

(3) Yang tetmasuk dacrah peagambilan air, scbagaimana dimaksud padi ayat (1)

Kelentuan pasal 10 diubal, sclingga kescluruhan pasal 10 berbunyi scbagan berthut @

Yang termasuk klasifikasi kelompok pemakai air scbagaimana dimaksud pada pasal 9

b, Volume pengambilan air

- 0om - 10000 m

- 10001 m’ - 100000 m’
- 100.001 m” - 1.000.000 m’
- 1.000.001 m” keatas

huruf a, b dan ¢ adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3).

ayat (2) huruf a adalah

[

Kelompok Sosial .

O Sostal umum
b, Sosiul Khuosus

Kelompok Non Niaga

a. Rumah tangga

b, Instanst Pemerntah
Kelompok Niaga

a. Niaga Kecil (niaga yang modalnya <~ Rp. 1 Milyar)
- Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga.
- Penginapan / losmen,
- Rumah makan / restoran kecil,
- Rumah Sakit Swasta / Taboratornuny/Prakiek Dokier.
- Kantor Pengacara,
- Perdagangan niaga keeil lainnya.

b. Niaga menengah (niaga yang modalnya Rp. 1 Milyar — Rp. 100 milyar)
- Usaba menengah yang bevada dalimy rumah tangga f
- Hotel Melati / hotel bintang 1 dan bintang 2.
- Rumah makan dan restoran,
- Rumalt Sakit Sywasta Kelis nmienengal,
- Perdagangan Niaga menengal laninnyi,

¢.  Niaga besar (niaga yang modalnya > Rp. 100 Milyar) -
- Hotel Bintang 3, bintang 4 dan bintang 5
- Aparteman.
- ateambath dan kolam renang,
- Bank.
- Restoran besa
- Benghkel besar/scrvice station

- Perdagangan miaga besar kunnya



4. Kelompok Industr

4. Industri keell (industa yang investasing - Rp. 1 Milyar)

= Indust el /£ tempe
- Indusin urmiture

- Pencucian baju

- Industn rumal tangga

- Industrr keeil lamnya

L. Industin menengale Qndusts yang mvestasinya Kp, 1 My

- Pabtik ¢s

- Pabok makanan / minunan

- Pabuk kinua 7 obat-obatin

- Gudang pendingin,

o Pabrk reksul,

- Perkebunan,

- Pertambangan,

= Pabrok industri pengolahan, antara lam

¢ Pabok perakitan mobll kendaraan lannya,

o Pabrilk pengolahan Karet
o Pabnk pengolahan tapioka
a  Batching plan,

- Industin sedung Lunnya.

¢. Industry besar (industel yang investasinya = Rp. 100 Milyar) ;

- Pabrik es.

- Pabnk makanan / minuman

- Pabrk kinua / obat-obatan

- Gudang pendingin,

- Pabrik tekstil

- Perkebunan.

= Pertambangan.

< Pabrik industei pengolalian, antara lain ¢
o Pabrik perakitan mobil/ kendaraan lainnya,
o Dabwik penpolahan Karet

Pabrik pengolabian tapioka
*  Balching plan

- Induster besar lainnya

Kelompok Pertanian
a. Perkebunan / pembibilin
b Perkoanan,

¢, Peternalan,

Penjualan Air Non PDAM

a. Kawasan industr,

L. Perugahaan pembangunan perumahin,
¢, Penjualan air lainnyas seperi e nimeral

<lpe 10O Milyar)



. Ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayal (2) diubab, schingga Kescluruum pasal 12

berbunyi sebagai berkut

(1) Besarnya pajak aiv bawah  tanah  dibitung  dengan cara mengalikan tard
sebagaimana dimaksud pada pusal 11T ayal (1) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Kepulusan Gubernur - Nomor 53 Tahun
2002 tentang Penetapan Harga Dasar Alr Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Contoh

Lo Tlotel N i kotn Padang menpgunakan air sehanyak 3279 m3 pada bulan

Mei 2003, maka besar pajaknya adalaly sebapar berkut

Dasar perhitungan dengih memperhatikan tabel Limpivan 1 angka 1 Nomor 4
huruf .

Dacrah pengambilan air padi wiliyah Pesisir datam Jangkauan PAM.
Kelompok pemakai air adulah kelompok Niaga Besar yaitu Hotel Bintang «
dan Bintang 5.

~ T Alr j\}ﬁ‘hg_d-i-;lﬁ;hzi | \-*'ohtm_-u_ a1 : Tanil i | Lasil ;;-Gi-'.}\";t-l_ia-t-tdlm ll
r | (m’) - 20% | (Rp) |
7T o R O R X I €T
| Volume 51 - 500 m’ 450 308 138.600 |
| Volume 501 - 1.000 o’ 500 31 155,500
| Volume 1.001 - 2,500 m’ | 500 72.500
| Volume 2.501 = 3279 ni* | 8 | 247.722
Tumtih | o

Besarnya pajak air bawah tanah vang haros dibayar Hotel X adalah Rp
1,029,522, - (satu juta dua polub sembitan bu ma ratus dua pulul dua rupial).

2. Hotel Y di Bukitinggi, mengguoaban air sebanyak 3279 M3 pada bulan Mei
2003, maka besar pajaknya adalah sehagai berikut

- Dasar penghitungan dengan memperhankan tabel Lampiran b angha 111
Nomor 4 hurut ).

= Dacrah pengambilan air pada svilayah Dataran Tinggi, diluar jangkauan
PAM.

- Kelompok pemakai air adalal kelompok Niaga Desar yaitu Totel Bintang
4 dan Bintany 3.

T R yang dinmbil ] Nolume i [Tl Tasil perkalion |
L AR (Bo)
Volume 0 - 50w | 30 1 205 | 13.230 |
Volume 51+ 500 m”" | 450 1 270 | 121.500 |
Volume 501 = 1.000 m’ | 500, 2751 137.500 |
Volume 1.001 - 2,500 m’ f b500 2806 | 429,000 |
Volume 2,501 - 3279 m’ | 179, 292 227.468 |
EF | | 8718 |

Besarnya pajak  air bawah  tanal yvang  harus dibaya Hotel Y adalab
Rp. 928718, (scmbilan ratus dua puluh delapan mibu tujuly ratus delapan belis

ruplah),



(2) Besarnya pajak air permukaan dihitung dengan cara mengalikan tand sebagaimana
dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak scbagaimana
dimaksud pada pasal 4 Keputusan Gubernur - Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2002
tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah 1 T'anah dan Air Permukaan. :

Contoh :

]

Perusahaan A di kota Padang, menggunakan air permukaan sebanyak 200,000 m3
o &

pada bulan Mei 2003, yang dikelompokkan pada niaga kecil yang berada pada wilayah
Pesisir, maka besar paja ‘l <nya adalah sebagai berikut

Jumlah

Dasar Penghitungan dengan memperhatikan Tabel Lampiran 11 angka [ Nomor 3 hurula
[ = 3 R F e ST L 1' - 3 e :
; Air yang diambil ' Yolume an anl | Hasil perkalian .
| Ly @ | A e g

(i) I | L | Hl\f i i

T AN, B, S8 L S AT ,
Volume 0 = 10.000 m 10.000 | 10| 100000
Volume 10,001 ~ 100000 m~ | 90.000 | 10,8 | 972.000
: i o - 1 e - : Y i TR
Volume 100.001 - 200 000 m' | 100 000 | 11,6 | 1.160,000

! . :
A, F8 .| b |
| e | 2.232.000 |

Besarnya pajak air permukaan yang harus dibayar perusahaan A pada bulan Mei 2003
adalah Rp. 2.232.000,- (dua juta dua ratus tiga pu tHuh dua ribu rupiah)

5)\":5'.1] | |

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut
sejak tanggal | Januari 2003

Agar setiap orang mengctahuinyd, memern nahkan pengundangan Keputusan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Propinst Sumatera Baral

- Rugtapxan di Padang
/' € T‘Ufl(i{l E«,‘i gal, 25 Agustus
i "(,I'

\{B Dim% M\ ATERA BARAT,

2003

-

-

-‘{‘Jﬂl

M.pé K1, BAKAR
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SEKRE .,\R}’ﬁif}( ERAL P IM\T’ \ L\ MATERA BARAT,
[ SETOA |47
4

'| i
\ Ty

> Drs Wk SRRIIIE
3 *!rm pAY

LEMBARAN DAERAIT PROPINSI SUMATLRA BARAT
TAHUN 2003 NOMOR .28




Il HARGA DASAR AIR BAWAH TANAH PADA WILAYAH DATARAN RENDAH
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£23 847 871 | | 758 823 | 8:7 | 171
| nya 823 m ! ie3 623 BT 871
| | |
: Jiza Rupian) 622 871 £gs | Fes 823} 847 |
: 703 | | 7y 775 | 578 783 ; 77
L _ _ _m _”
; 103 | 508 333 y365 4 {325 1.353 1o
i ﬂ 1325 1229 1.303% s $.350 7374
i 3 | 1328 T 1278 1303 1350 1.350 1,374
_ i ! 1226 1372 _ 1378 1303 | 1326 | 1350 137
| ! {374 1270} 1.302 .36 | 1,350 1358
| 1273 § P 374 1178 303 1328 1.350 {3
i o Termzizs f ZUMN Y BUMD ;278 | T3 E Pt 1,362 1325 1250 37z
S N— 13 Besar lannys 275 | 174 porel vam 1325 1350 374
: _ i 772 | 374 1.278) 1303 132 | 1250 1
! CEHS i 275 * 1374 | 1279 1.303 | 13238 | 1230 1
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2l Papnk es 1758 | 1854 17381 7ee 1805 | 1.830
DiPatink 1 f Mimoman 1758 _ 1854 1. 758 1.782 1.805 m 1.830
¢y Pabok formuz 7 obai-abatan f kosraetix 1758 3 1854 1738 1.782 1.806 | 1.830
{ d[Gudeng Pendngs 1758 | 1 852 1.758 i 782 1.806 | 1.830
| efindustn Ar Mine- 2237 | 2333 2237{ 208 2265¢ 2308
AlPabnk Teksts 1758 | 1830 1 85 1758 1.762 1.805 m 1.830
g|Perkebunan 1.758 | 183 1852 1758 | 4782 ._.momm 1830
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KELOMPOK PEMAKAL AIR VOLUME PENGAMBILAN (M7

VOLUME PENGARAE _AN (M)
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alinsuiat Perguruzn / Kursus 826 653 680 706 733 07 6§26 &3 853 855
o lembaga Swastz Non Komersil 626 653 630 706 735 507 626 631 653 £35
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1@i Desai { Service St | 31 1458 14841 . ism s 1374 1.¢31 § 458

Ternatas { 3UMN F BUMD | 23 1455 1234 1519 306 1 1374 143 1458
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I HARGA DASAR AIR PERMUKAAN PADA WILAYAH DATARAN RENDAH

No Kelompok Pemakar Air Volume Pengambitan (M)
G000 16001-100000 | 1050 1.000.006
1 Sostal _
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sela I1'|Ufli‘nl disebul l“.]_,’\. adalah e {\ '{;.J PCHLIG ball (el e widaatan a2t bewa

: R N % A e e e b il

tanah dan / atau air permukaan unt Ll‘ul.l[]clka:l. bagl orang [--IU-.I..J atau adan
kecuall untuk keperluan dasar rumah tanpga daa pertanian takyat.

Air Bawah Tanalh gdalah air vang berada di perut bumi, termasuh niata of
muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

Air Permukaan adalah air yang berada diatas pormakaan bumi, ol o
laut.

A e i ' . 4y o
Badan Usaha Milik Negaia, yang selanjuinys disinghat BUMI
PT. PLN (Perscro).

Badan Usaha Milik Daerah, yang sclanjutnva disinglar BUMD adatah P a0

1

BAB i
ORIER DASAR PDENGENAAN 13 VAR T AL
:
: 1
L AN 13 : W | ¢
b ',, R T e b
I s lall tan air Bawah lanad dan ) alei adl perimneigy
£ 6 ]57d.1‘11¢ ilan dan Pemanfzatan air b; Wielsd DRilletly Sl 2 bt AL CrRaus aen

Dikecualikan dari objek pajak wdalah

i, Pengambilan, atau pemantoatan, alau pengambilun dan pemanlstan air bawal
tanalt dan / atau air permukaan oleh Pe .ll\,'ulu'll Pusat dan Pemerinlaly Draeray

b. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfiatan i
permukaan oleh Badan Usahia Milik Negara dan Badan Usalu Milik Gueral
yang Khusus didirikan  uniuk  menye iulsggal&ndn usaha eksploitasi  dan
pemeliharaan pengairan seila mengusahakan air dan sumber-sumber air,

. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan / afau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian relyat,

d. Pengambilan, stau pemanfaatan, alau pengambilan dan pemanfaatan aw bawai
tanah dan / aiau air permukaan wituk Keperluan dasar rumah la.-.:sg,; el

o Pcuwmhiun, alau pemaniivitan, atay pengamotian dan pegad Al Bawiah
tanali dan / atse aw peringiaan untul .u-.-.,luﬁ. lall pertoadata, ‘l'-'i!-_tf‘-"','-l"lll
bahaya kebakaran dan upte Keperluen pesclitian serta penyelidilizn yan
memimbuiian kerusakan a s sumber aic dan Hoekuugaunya s b
penpairan besestd tanah airticanya
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-| Pasat o
l (1) Dasar pengenaan pajak adalai wid puralchan i
| ' (?) Nilai perolehan air scbagaimiaia dimahsud pada ayar (1) adafab .s-.bag-_;‘-i beviba
| a. yang diganokan oleh Pert arina dua para Kontraktornya untuk Kegla thuit ealis
i pe 1L:1.115b311<=£1n Minyak dn.n Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 12 15, -{veratuy dus
l{ pulub lima rupiahy) Ll' Air Bawah Tanah dan Rp 100,- (seratus o tupial)
| untuk Air Parmukaan setiap md.
i b, Yang digupakan olel PT. PLN (Persero) untuk pombangkit Lenagd TERTRIN
A ditetapkan scbesac Rp. 50~ (fma pulub rupiah) untuk Alr Permukaan seiiap
| Kwh
| ¢ Yany sunakan oleh PAM ditetapkain sebesar Rp 125~ (seratus dua pubul
! ;l]l‘,.;t FLiteil) '.l.lLLl:. | r L:.‘iil :: l:\l"\‘J__‘ [REraskia i'!_l'\ili.u'\'.r IRl AN
T | - | N Ty A
i Perimusaadll suilap) s
|
i il I*‘I!‘P.U‘i pndll sERdNul VLl
I < b LY Ay | el
i | Wy P 3 i
| Besarnya pokok pajak po .-:\_\-.'W{i_.-'.'m.: dau peinanlaatan air bawail fanah daieads pein
l yang terulang difiiung gengan Gala nualikan tarif pujak scbagaimana dittaksu
1 pasal 4 dengan dasu -,I_.IL,:1.L__',\1H-L1L11‘-. najak sehagaimana dimaksud puda pasal ¥ iepui
! Vi,
Pasal 6
(1) Khusus Badan Usaba Milik Negara yang bergerak dibidang hetenagalininka,
untulke kemanfaatan wmue: yang tarifiya ditetapkan oieh Pemenalal sesii
Peraturan Perundeng-undingan yany berlaku, mwaka bLesamya pokok  pajal
scbagaimana dimaksud pada pasal | 5 diperhitungkan dalam harpa joal Msilih
}.\)clbl dll }"3[15 di_]an{%hhlu \'_]lk‘l, :‘3|.L|[l l}“ i '1\r1n 11‘\'111.\ \'(‘Llr_l U' el ]” AL
(2)  Daerah yang dijangkau oleh sistem pzmoi\au lenaga listrik yan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( ,J adalah Daer 111 yang diatin -:}:::;'i;._
interkoneksi, termasuk yang direncanahan untuk dialiri listrik secara inter
!
' LA I
1:l ‘
Tata cara pemungutlan pajai dilelaphan dengdit hopulusah Gubernur,
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KEPUTUS AN GUBERNUR St IMATERA BARAT

NOMOR 1n L AT S0
PRNT A8

PERUBAIIAN ATAS KL THSAN GUBERNUR SUNMATERA BARAT NOMOR 37
TALTUN 2002 TEM A% PENETAPAN NLAL PEROLEHAN AIR YANG
DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USALLA
MILIK DARRAH YANG MEMBERIK AN PELAYANAN PUBLIK,
PERTAMBANGAN MINY AK BUMI DA GAS AL AM

GURERNIR STIMATER A BARAT,

Menimbang ;. balwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoy 2
Tahun 2002 tentang Nilai Derolehan Air yang digunakan Nadan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Dacral yang memberkan
pelavanan publik, pertambangan minyak  bumi dan gas alam dan
ketentuan pasal 3 ayat (6) Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Darat
Nomor 4 Tahun 2002 entang Pajak Pengambilan dan Petmantaatan
Air Bawah Tanah dan Ajr Permukaan,  maka telal ditctaphan
Reputusan Gubemur Sumatera Barat Nomor 37 tahun 2002 tentan,
Penetapan Nilai Perolehan A Yang  Digunakan Badan Usaha
Mililk Negara, Badan Usaha Milik  Dacrah yang  memberhan
pelayanan publik, pertambangan minvak bumi dan fas alam:

b bahwa menginpat sirasi dan Kondisi Perusahaan Dacral Ajr Minum
di Sumatea D pada soat ini, maka Keputusian Gubernug
sumatera Barat Notoy 37 LTahun 2002 dimaksud, ©olu dinbah dan

disesunihan:

¢ bahwa untul mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Sumatera
Barat,

Mengingat - b Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (entang Pembentukan
Dacrah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan 1

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan ! emivagan

Negara Nomor 1646), 10 Peraturan Pemenintah Nomor 29 1l

1979

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Dacrah  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan 1 embaran Negara Nomor 3685) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (T embaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan I.embaran Negara
Nomaor 4048);




-
o 1)

1L

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentans Pemenmntalun
Pacrab (Fembaran Newsaca Tahun 1999 Neomor a0, ot
Fembaran Negara Nemor 3839)

Undang-undang - Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Permbangan
Neuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Jembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tmnbahan [embaran Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 ‘Tahun 1988 tentang Koordinas
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (T.embaran Negara Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang, Keswenangan
Pemerintal dan Kewenangan  Propinsi sehapar Daciali ¢
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nemor S4, Tambahan Tom oo
Negara Nomor 3952,

Peratuvan Pemermtal Nomor 05 Tabun 2001 tentang Pajade Dacrab
(T.emharan Negara Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Mgyt Momor 4138 );

eputusan Presiden  Nomor 44 Tahun 1999 fentang, Lo
Penyusunan Peraturan Perundang-und-ngan dan Bentule Rancngan

ndanp-undang. Rimeangan Peraturan Pemerintah dan Rancanyan

Loeputusan residen;

Keputusan Mentert Dalam Negern Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah;

. Keputusan Mentert Dalam Negert Nomor 173 Tahun 1997 tentanp

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Dacraly;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Dacrah, Retnbust Dacrah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain:

. Keputusan Mentert Dalam Negeri dan Otonomu Daciehy B 7

Tahun 2001 tentang Teknik Penyvusunan dan Maten M luatas
produl Hukum Dacraly;

Keputusan Nenten Dalam Negenn Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Nila Perolchan Air yang digunakan Badan Ussta Milk Negara,
PBadan Usaha Milik Dacrah vang memberikan | layanan pubbk,
pertambangan minyak bumi dan gas alam;

Peraturan Dacral Propinst Sumatera Barat Nenwy Eibmn 00)
tentang Pembentukan Organtsast dan Tata Kerja Dinas - Dactah
Propinst  Sumatera  Baral,  sebagaimana  telah  diubal  dengan
Peraturan Dacrah Propinst Sumatera Baral Nomoy 1 Tahun 2003;



15. Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2002
tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan;

16. Keputusan Gubemur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah - Propinsi Sumatera Hapa
Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pomd
Adr Basval: Tanah dan Al Permukaan,

Keputusan Gubernur Sumateri Darat Nomo 17 1alion OO entany
Penctapan Nilut Perolehan A Yang  Digunakan Badan  Usaha
Nilih Neeara, Dadan Ulsaha NBK Dacrah yang memberilan

pelavanan publik, perlambangan minyak bum dan gas wam

MEMUTUSK AN

Menetapkan @ KEPUTUSAN GUBERNUR  SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAIIAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUINMATERA
BARAT NOMOR 37 TAFUN 2002 TENTANG PLENETAPAN NI A
PEROLEIIAN AIR YANG DIGUNAKAN BADAN USALLA MILIK
NEGARA, BADAN  USAHA  MILIK  DAERAL YANG
MEMDERIKAN  PELAYANAN  PUBLIK, PEIRRTANDIANG AD
MINY AK BUMI DAN GAS ALAM.

Pasal |

N | i}
B2 s AL g 1

Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Sumalteri Narat Nomor 37 Lahun
Penetapian Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha  Milk Nepara Tadan
Usaha Milik Ddciah yang membenkan pelayanan publik, pertambangan munyak bud
dan gas alath (Leinbaran Dacrah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2002 Nomor 44), diubah

sebagai bertkut
A, Ketentuan pasal 3 avat (2) hurul ¢ dubah, schingga keseluruhan pasal 1 bheehu
sebaeat berikut

(1) Dasar penggenaan pajak adalah nilai perolehan air,

(2) Nilai perotshan air schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagni berkut .
para  Kontrakintnya untuk  kegiatan

a, Yang digunakan ofch Pertamina dan
Aabiesar Rp. 125 -

Induslid Pertambanpan Minyak dan Gas Bumi ditctarkan
(seratdt dua puloh lima rupiah) untuk Adr Dawaly Panadt den o0 100,
rupial) tntuk Air Permukaan setap M,

s s



b,

Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangkit tenaga bstrik
ditelapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap
Kwh.

Yang digunakan olch Perusahaan Dacrah Air Minum (PDDAM) ditetapkan

sebesar Rp, 100,- (seratus rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 75,- (fijuh
puluh lima rupiah) untuk Air Permukaan setiap M,

Pasal I

chulusnn ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku sunit
scjak tanggal 1 Januar 2003,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan i
dengan penempatannya dalam Lembaran Daeral Propinsi Sumatera Baral.

Ditctapkan di Padany
pada tanggal. 7 Juli /003

Q@Bfm\y% SN . ATERA BALA,
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Diundangkan di Padang

pada tanggal, 7 Juli 2003

EUMATERA BARAT

HUTERR o

LEMBARAL t2 701 PROPINSI SUMATERA BARAT
TAITUN 2003 NOMOR ... 19




s e

freJ D

3ERNUR SUMATERA BALA

h(tp:muww.sumbar.go.ni —- g-mail: pdusb(ﬁ)wmbﬂr go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHNHAN AIR
YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAIIA
MILIK DAERAI YANG MEMBERIKAN PELAY ANAN PUBLIK,
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

b.
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bahwa berdasarkan Keputusan Mentesr Dalam Negert Nomo
Tabhun 2002 tentang N

ai Perolehan Air yang digunaxkan LSadan

Usaha Miik Negara, i'u"i;m Usaha Milik Daerah yang memberikan
pelayanan pub'ik, rtambangan minyak bunu dan gas alam dan
ketentuan pasal 5 aye ..’u’\‘; Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Darat

Nomor 4 Tahun fEt) 2 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Bawal Tanal dan Air Permaukaan, (lelah ditetapkan Keputusan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 20C2 sebagammauana telan
diubah dengan K.cpufuq:m Gubernur Sumatera Baval Nemor 16
Tahun 2003 tentang Perubaban Atas Keputusan Gubernur Sumaters
Barat Nomor 37 Tahun 2002 tentang Penclapan Nilai Perolelian Alr
Yang Digunakan Badan Usaha Mibk Negara, Badan Usaha Milik
Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak

bumi clan gas alam;

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mentert Dalam Negon
Nomor 93 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Mentert
Dalam Negert Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilat Perolchan Air
vang digunakan Badan Usaha Milik Nepara, Dadan Uspha Milik
Daerah yang memberikan pelayanan publik, purt:lmbzmgaﬂ minvak
bumi dan gas alam, telah diatur nilai perolchan air vang digunakan

Pembanglit Listik Tenaga Uap (PLTU) dan oleh karena itu
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomwor 37 Tahun 2002
sebagaimann telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera
Baral Nomor 16 Tahun 2003 perlu diubah dan disempurnakan;

bahwa nntuik mewujudkan scbabagaimana dimaksud  huraf ¢, perly

rmenelapkannya dalam suatu Reputusan Cubernur Sutaatera Rarad
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Undang-undang Nomor €1 Tahun 1953 teniang Pembentukan
Dacrah-dacral Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan [tau
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan ~.embaran
Nepara Nomor 1646), jo Peratran Pemerintah Nomor 28 'Tahui

19797,

Indang-Undang Nomor 18 Tahun 1297 tentang Pajak Dacrak dan
Retrbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
embaran Negara Nomor 3685) sebagaumana telnly

diubal dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahare Lembaran Negar
Nomor 40487,

Undang-undang Nemor 22 Tabun 1999 leptang Pemernninas
N i 1 f ey M grar i B Tevivyen B T Tyl
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1929 Nomor 60, lambduian
I embaran Negara Nomor 3339);

Undang-nindang  Nomwor 25 Tahun 1999 iwnlang Perimbangas
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daevah (Lembaran Nepgars
Tahun 1799 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor I¥del;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinast
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1968
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tzntang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Ofonom
(Lembarar Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintal Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Lelai
Penyusunan Peraturan Perundang-undangin can Bentuk Rancangon
g I

Undang-undang, Rancangan Peraluran Perncrniaa dan Rancanfis

Keputusan Presiden;

eputusan Menlerd Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

¢

Fow g
8 i 04
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Pedorman Tata Cara Pemungutan Pajaik Dacraiy;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 173 Tahun 1997 feotang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daeraly;
o ¥,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Womor 43 Tahun 1999 tentang

o ]
Sistern dan Prosedur Administrasi Pajak Dacrah, Retribusi Dacrun
dan Penerimaan Pendapatan Lain-Jain;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Mateii Muatan Produk-
produk Fukum Daerah;



——

13, Kepuiusan Menleri Dalam Negeri Nomer 12 Tahun 2002 lentang
Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik,
pertambangan minyak bumi daa gas alamn;

14, Keputusan Nenter: Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 lentnng

Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tihu
2002 tentang Nilai Perolehan Air yang dipunakan Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memoziikon
pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam;

,__.
U

. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Darat Nemor 5 Tahun 2001
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinos Lacrab
Propinsi Sumatera DBarat, sebagaimana telah  dmbah  dengan
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2003,

16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Darat Nomer 4 Tabun 2001
tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Alr Bawah Tanah din
Alr Permukaan,

17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2002 tentlang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Daral
Nomor 4 Tahun 2002 tentang.Pajak Pengambilan dan Pernanfaatan
Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

18, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2002 tentang

Penetapan Nilai  Perolehan Air Yang Digunakan Badan saha
Milik Negara, Badan Usszha Milk Daerah yang memberxan
pelayanan publil, pertambangas  ounyak bumi  dan  gas  alam,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubemur Siumaierd
Barat Nowor 16 Tahun 2003;

MEMUTUSKA

Menatapkan ;. KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
SUMATERA BARAT NOMOR 37 TAFUN 2002 TENTANG
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AR YANG DIGUNAKAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USARA MILIK
DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TUBLIK,
PERTAMBANGAN MINYAK BUMN " DAMN GAS ALAM.

Pasal 1

Kelentuan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37  Tahun 2000
s¢bagaimana telah diubal dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahwun
2003 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Yeng Digunakan Badan Usaha Mk
Negara, Badan Usaha Milik Daerah vang memberikan pelayanan publik, pertambangan
minyak bumi dan gas alam (Lembarar Dacrah Propingi Sumatera Barat

19), diubah sebagai berikut :

Tohun 2003

Ltk

Nomtor 1

T

A, Ketentuan pasal 3 diubah dengan menambah hwul d pada ayat (2) schngpa
Lesehuruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut



Fa

(1) Dasar pengenaan pajak adalah rilai perolehan air.
(2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikul

a, Yang rhgund}(an oleh Pertamina dan para ¥ ontrak'ornya untuk kegiatan
Industi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesat 11:» 25,-
(seratus dua puluh lima rupiah) untuk Air Bawah Tanah dan Rp. 100,- (seritus
rupiah) untuk Air PCITT’LUI\E}(LH setiap M,

b. Yang digunaken oleh PT. PLN (Persero) untul pembangkit tenaga latrik
ditetapkan scbesar Rp. 50,- (lima pulub rupiah) untuk air permukaan sctiap
Kwh,

Yang digunakan olch Perusahaan Dacrah Alr Mirem (PDAM) ditetapkan
L

sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk Aur Bawah Tanab dan Rp. 73,- (hujul
puluh lima rupiah) untuk Air Permukaan se setiap M,

d. Yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga
Uap (PL TU), ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam 1. piah) untuk air permuiaan
sehap M

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku p;lda. tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngunc anb,an Kep 'ugan ind
dengan pew'mpamnnva dalam Lembaran Dacrah Propinsi Sumatera Darat,

Ditetapkan di Padang
sada tanggal, 15 a1l 2004
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